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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan 

serta peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 

Kesehatan terkait dengan fenomena vaksin palsu yang telah terjadi, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fenomena vaksin palsu merupakan suatu indikator persaingan tidak 

jujur yang illegal (illegal unfair competition) yang dilakukan oleh 

para pelakunya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan 

melakukan pelanggaran merek berupa imitations of labels and 

packaging (peniruan dan kemasan suatu produk) dan juga 

counterfeiting (pemalsuan). Persamaan identik pada label merek 

vaksin terjadi berupa persamaan pada angka, huruf dan juga warna 

antara vaksin palsu dengan yang asli sebagai hasil dari penyidikan 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini telah 

menyebabkan kebingungan dan juga mengarahkan masyarakat atau 

konsumen kepada penggambaran yang keliru. Pelanggaran terhadap 

merek ini tentunya telah memberikan implikasi buruk, baik kepada 

masyarakat sebagai konsumen, maupun PT Sanofi, PT Biofarma, 
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juga Glaxo Smith Kline sebagai produsen yang memiliki merek yang 

dipalsukan itu. Vaksin yang dipalsukan kebanyakan adalah produk 

import, dengan harga yang mahal. Kepercayaan masyarakat terhadap 

produk merek-merek itu secara nyata telah menurun, terlebih lagi 

setelah diberitakan bahwa vaksin palsu telah beredar dalam kurun 

waktu yang cukup lama di Indonesia. Di samping itu, terkait dengan 

proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang tidak jelas 

pemberitannya membuat masyarakat jera menggunakan produk 

vaksin dengan merek tersebut sehingga menyebabkan labelling yang 

tidak baik. 

2. Tindakan pemerintah dinilai kurang tegas terkait dengan penegakan 

hukumnya, khususnya dari kajian merek. Merek, sebagai suatu Hak 

Kekayaan Intelektual, yang merupakan suatu hak eksklusif harus 

dilindungi karena merek menunjukkan reputasi kualitas suatu 

produk, yang tentunya sudah terdaftar sebelumnya. Pemerintah kerap 

kali lalai di dalam penyelenggaraan pelayanan vaksin dari tahapan 

perencanaan, pengadaan, distribusi, penggunaan, hingga pada 

pengawasannya. Batch vaksin yang menunjukkan asal dan izinnya 

seharusnya diperhatikan kembali ketika melakukan pre market dan 

post market check. Sistem pelaksanaan penyaluran vaksin yang 

sangat longgar dan tidak terlaksana dengan baik menyebabkan 

sulitnya mengungkap kasus venomena vaksin palsu hingga kepada 

akarnya, mengingat ternyata kasus ini sudah bertahun-tahun terjadi. 
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Lamanya terungkap fenomena vaksin palsu ini semakin mempersulit 

penanganan dan penanggulangannya karena memang sudah ada 

pengakuan pelaku bahwa vaksin yang sudah dipalsukan sudah 

beredar di beberapa provinsi di Indonesia. Di dalam waktu yang 

lama tersebut secara langsung atau tidak langsung telah membuat 

suatu rantai (chain) yang sistematis sehingga terlaksana dengan 

sangat rapi. 

B. Saran 

1. Pemerintah sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan harus menindak dan memberikan sanksi tegas 

bagi para pelaku pembuat dan penyalur vaksin palsu yang belum 

melaksanakan sistem pengawasan yang efektif sehingga diharapkan 

tidak terjadi kembali kebocoran dan kelalaian di dalam sistem 

pengawasan itu sendiri. Pemerintah harus mongontrol dan 

memonitor produk-produk vaksin yang didistribusikan ke 

masyarakat melalui Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dengan 

memastikan kualitasnya dan juga merek-merek dari vaksin yang 

telah didaftarkan secara resmi tersebut tersalur langsung dari 

produsennya sampai kepada konsumen, terutama untuk vaksin-

vaksin dengan merek-merek yang di-import. Kemudian, untuk 

menjamin keefektifan dan kebenaran data vaksin yang 

didistribusikan, pengawasan benar-benar harus dilaksanakan sampai 
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kepada tingkat rumah sakit, bidan, maupun klinik-klinik yang ada di 

daerah-daerah secara berkala dan juga konsisten.  

2. Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap para produsen 

vaksin yang mereknya telah dipalsukan dengan melakukan tindakan 

hukum dengan penyelesaian sengketa merek atas pelanggaran merek 

yang terjadi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, baik 

melalui gugatan di pengadilan sebagaimana dalam Pasal 83 maupun 

dengan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana pada Pasal 93, 

dan juga memberikan publikasi informasi yang jelas terkait dengan 

penanganan kasus yang dilakukan sehingga tidak ada berita yang 

simpang siur di masyarakat yang mengurangi kepercayaan 

masyarakat, khususnya para orang tua terhadap merek-merek vaksin 

yang tadinya mereka sudah percayai mengingat kualitas dan reputasi 

dari vaksin dengan merek-merek tersebut sudah dapat dikatakan 

memiliki standar yang baik bagi anak mereka. Selain itu,  produsen, 

sebagai pemilik merek dari vaksin yang telah dipalsukan dalam hal 

ini juga harus turut kooperatif di dalam memastikan penyaluran 

produk-produknya di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang 

ada. 
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